
Menimbang:

BUPATI TANA TORA"'A

PROVINSI SULAWESI

SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA

TORATA NOMOR{.TAHUN r'e(

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG,

TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BADAN PERMUSYAWARATAN

LEMBANG, TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA LEMBANG, JAMINAN SOSIAL

PEMERINTAH LEMBANG DAN BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANC MAHA ESA

BUPAT] TANA TOR,q"'A,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagairnana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan
mengenai besaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa,

Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya diatur dan ditetapkan

dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri

Datam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan

Permusyawaratan Desa, besaran tunjangan Badan Permusyawaratan

Desa ditetapkan oleh BuPati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Pedoman Penetapan Penghasilan Tetap Pemerinta-h l€mbang,

Tunjangan Pemerintah t-embang dan Badan Permusyawaratan

l,€mbang, Tambahan Penghasilan Kepala Lembang, Jaminal Sosial

Pemerintah L€mbang dan Badan Permusyawaratan kmbang Tahun

Anggaran 2026;

1

2

Pasal 18 ayat (6) Undang - undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 19451

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan

Lembarer Neaara Republik Indonesia Nomor 5495)

Mengingat :
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sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20 1 4 tentang Desa

(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,

Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 1 TalTruI] 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(lembaran Negara Republik Indonesia Iahrulr 2022 Nomor 4,

Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana

Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 7084);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksalaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O 14 Nomor 123,

Tarnbahan bmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Ta-hun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20 1 4 tentang Desa

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20i9 Nomor 41,

Tambahan Iembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Repubtik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 89);

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tora.ja Nomor 2 Tahun 2013

tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan
Ifmbang dalarn Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah diubah
dengan Peratural Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang peruba_han

atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang penetapan

Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan kmbang dalam

Kabupaten Tana Torqja (Lembaran Daerah kabupaten Tana Torqia

Tahun 2O23 nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Torqja Nomor 4 Tahun 2025
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tor4ja Tahun
2025 Nomor 4);

Peraturan Bupati Tana Torqja Nomor 19 Tahun 2O2S tentang
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Menetapkan

Analisi Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran

2026 ( Berita Daera-h Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 Nomor

ie);

10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang

Penjabaran Angga,ran Pendapatan dan Belada Daera-h Tahun

Anggaran 2O26 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025

Nomor 33):

MEMUTUSKAN :

PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH

LEMBANG, TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BADAN

PERMUSYAWARATAN LEMBANG, TAMBAHAN PENGHASILAN

KEPALA LEMBANG, JAMINAN SOSIAL PEMERINTAH LEMBANG

DAN BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraia.

2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatal.

3. Bupati adalah Bupati Tana Torqja.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD

adalah Rencana Keualgan Tahuna! Pemerintahan Daerah yang dibalas

dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Torqja sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. IEmbang adalah nama lain dad desa yang merupakan kesatual
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengums urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dal dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik lndonesia.

7. Pemerintahan l,embang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik lndonesia.



8. Pemerintah l€mbalg adalah kepala t'embang dibantu perangkat l'embang

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan I,embang'

9. Kepala lembang adalah pejabat pemerintah kmbang yang mempunyai

wewenarg, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga

I€mbangnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah

Daerah.

10. Badan Permusyawaratan lembang, selanjutnya disingkat BPL adalah

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan penduduk lembang berdasarkal keterwakiLan wilayah dan

ditetapkan secara demokratis.

1 1. Keuangan l€mbang adalah semua hak dan kewajiban Lembang yang dapat

dinilai dengan uang serta sesuatu berupa uartg dan barang yarlg berhubungan

dengal pelaksanaan hak dan kewajiban kmbang.

12. Pengelolaan Keuangan Iembang adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungiawaban keuargan lembarg.

13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan l€mbang yang selanjutnya

disingkat PKPKL, adalah kepala Lembang karena jabatannya mempunyai

kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan l€mbang.

14. Pelaksana Pengelolaan Keualgan l€mbang, yang selanjutnya disingkat

PPKL, ada.lah perangkat Lembang yang melalsanakan pengelolaan

keuangan Lembang berdasarkan keputusan kepala l,embang yang

menguasakal sebagian kekuasanaan PKPKL.

15. Anggarar Pendapatan dan Belanja L€mbang, selanjutnya disingkat APBL,

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan kmbang.
l6.Alokasi Dana Lembang, selanjutnya disingkat ADL adalah dana perimbangan

yang diterima Kabupaten dalam Anggajan Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

17. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang diterima oleh Kepala Lembang dan

Perangkat Lembang selama menjabat sebagai kepala l,embang dan perangkat

Lembang yang diterima setiap bulan.

18. Tunjangan adalah tunjangan jabatan yang diterima oleh Kepala L€mbang,

Perangkat lembang, Badan Permusyawaratan Irmbang selama yang

bersangkutan menduduki jabatan tersebut yang diterima setiap bulan.
19. Badar Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatar yang selanjutnya disebut

BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program jaminan kesehatan.



20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakedaan yang selanjutnya

disebut BPJS Ketenagakedaan adalah badan hukum publik yang dibentuk

untuk meyelenggarakan program jaminan ketenagakerjaan'

BAB N

PENGHASILAN TETAP PEMEzuNTAH LEMBANG, TUNJANGAN PEMERINTAH

LEMBANG, BPL

Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap

Pasal 2

(1) Penghasilan tetap kepata Lembang, Sekretaris Lembang dan perangkat

l,embang lainnya dianggarkan dalam APBL yang bersumber dari ADL.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala

kmbang hanya mendapat tunjungan kepala Ifmbang dan

pendapatan lainnya yarg sa}.

(3) Besaran penghasilar tetap Kepala l€mbang, Sekretaris Lembang

dan Perangkat Lembang lainnya dengan ketertual:
a. Besaran penghasilan tetap kepala l€mbang Rp.2.700.00O,- (dua

juta tujuh ratus ribu

rupiah);

b. Besaran penghasilan tetap sekretaris lembang Rp.2.25O.0O0,- (dua

juta dua ratus lima puluh ribu rupia-h);

c. Besaran penghasilan tetap Kepala Saksi dan Kepala Urusan

Rp.2.050.O00,- (duajuta lima puluh ribu ruapiah); darr

d. Besaran penghasilan tetap Kepala Karnpong Rp-2.050.0OO,- (duajuta

Iima puluh ribu rupiah).

Bagian Kedua

Tunjangan Kepala lembaga, Sekretaris Iembang Dan Staf Perangkat

L€mbang serta BPL

Pasal 3

(l) Tunjangan Kepala Lembang, Sekretaris Lembang dan Staf Perangkat

kmbang serta BPL dianggarkan dalam APBL yang bersumber dari ADL.

(2) Staf perangkat l.€mbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas :

a. Operator Komputer

b. Staf Administrasi



(3) Operator Komputer dan Staf Administasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) paling banyak 2 (dua) orang setiap lembang

Bagian Ketiga

Tambahan Penghasilan

Pasal 4

(l) Tambahan penghasilan kepala Lembang, Sekretaris Lembalg dan

Perangkat Lembang lainnya dianggarkan dalam APBL yang bersumber

dari Pendapatan Asli l,embang.

(2) Tambahan Penghasilan Kepala l,embang, Sekretaris Lembang dan

Perangkat Lembang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

besarannya per bulan ditetapkan dalam APBL dan sesuai dengan

kemampuan keuangan kmbalg.

Pasal 5

Penghasilan tetap kepala kmbang, Sekretaris L€mbang dan perangkat

lembang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tunjangan dan

tarnbahan penghasilan kepala l,embang, sekretaris l€mbalg, dan staf

perangkat l€mbang serta BPL sebagaimana dimaksud da.lam Pasal 3 dan Pasal

4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidat terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Penghasilan dan Tunjangan Penjabat Kepala lembang dan / atau Pelaksala

Tugas Perangkat Lembang

Pasal 6

1) Penjabat Kepala L€mbangyang berasal dari Pengawai Negeri Sipil berhak

mendapatkan Tunjangan Kepala Lembang dengan ketentuan:

a. Penghasilan Tetap mengacu pada jabatan delinitifnya; dan

b. Tunjangan dapat diberikan dengan memilih sala_h satu Tunjangan
yang paling menguntungkan Penjabat Kepala Lembang.

2). Perangkat l,embang yang ditetapkan oleh Kepala Lembang sebagai

Pelaksana Thgas dikarenakan kekosongal jabatan Peralgkat Lembang,

dengan ketentuan :

a. Penghasilan Tetap mengacu pada jabatan definitifnya;



b. Tunjalgan dapat diberikan dengan memilih salah satu tunjalgan

yang paling menguntungkan Pelalsana Tugas.

BAB III
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

PEMERINTAH LEMBANG

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

{l ) Kepala l,embang dan Perangkat Lembang diberikan fasilitas Jaminan Sosial

(2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui program

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

(3) Besaran Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar setiap bulan

sesuai besaran yang diatur oleh penyedia Jasa Jaminan Sosial dengan

mempertimbangkan Dasar Upah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(4) Dasar Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Penghasilan Tetap Kepala

Lembang dan Perangkat Lembang.

Bagian Kedua
Jaminan Sosial Kesehatar

Pasal 8

(1) Jaminan sosial BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat l2l
dibayarkan kepada Kepala l,embang dan Perangkat Lembang non pegawai negeri sipil

berupa Iuran bulanal sebesar 57o (lima persen) dari Dasar Upah.

(2) Iuran bulanan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan
pembagian:

sebesar 4olo (empat persen) dianggarkan melalui APBD Kabupaten; dan
sebesar 17o (satu persen) ditanggung oleh masing-masing Kepala l,embang dan
Perangkat Irmbang.

(3) Besarar luran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggarkan melalui
APBI€mbang dengan ketentuan:

a. Kepala Desa sebesar Rp. 210.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

b. Sekretaris l€mbang sebesar Rp182.875,00 ( Seratus Delapan puluh Dua Ribu
Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);

c. Kepala Urusan/Seksi sebesar Rp182.875,00 ( Seratus Delapan puluh Dua Ribu
Delapan Ratus Tujuh Putuh Lima Rupiah); dan

d. Kepala Dusun sebesar Rp182.875,0O ( Seratus Delapan puluh Dua Ribu Delapan
Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);



(4) Besaran luran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar 17o (satu persen)

dibayarkan masing-masing Kepala Lenbang dan Perangkat kmbang dipotong dari

Penghasitan Tetap dan Tunjangan Perangkat l€mbang.

(5) Kepata Irmbang dan Perangkat Lembang yang berstatus pegawai negeri sipil mengacu

pada program BPJS Kesehatan instansinya dan tidak dianggarkan dalam APBLembang.

Pasal 9

(1) Fasilitas jaminan kesehatan yang diterima seauai standar dalam aturan BPJS

Kesehatan, terdiri atas:

a. Kepala lambang mendapatkan layanan fasilitas Ruang Kelas I; dan

b. Perangkat l€mbang beserta keluarganya mendapatkan layanan fasilitas Ruang Kelas

.

(2) Keluarga Kepala Lembalg dan Perangkat Lembang yang mendapat Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan diatur dengan ketentuan:

a. I (satu) orang istri/ suami non pegawai negeri sipil; dan

b. paling banyak 2 (dua) orang anak yang belum kawin atau belum berusia 21 (dua

puluh satu) tahun kecuali bagi anak yang masih menempuh pendidikan dan

berumur sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun yang dibul.tikan dengan

melampirkan Surat Pernyataan dari Perguruan Tinggi.

Bagian Kedua

Jaminan Sosial Ketenagakedaan

Pasal 10

Besaran luran Jaminan Sosial Ketenagalerjaar diangSarkan melalui APBL€mbang bagi

Kepala L€mbarg dan Perangkat l€mbang yang terdiri atas:

a. JKKdanJKM sebesar Rp. 12.150,00 (dua belas ribu seratus lima puluh rupiah); dan

b. JKK, JKM dan JHT sebesar Rp. I4O.OOO,OO (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 1 1

(1) BPL diberikan fasilitas Jaminan Sosial BPJS Ketenagakelaan.
(2) Jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar

dalam bentuk luran bulanan dengan besaran yang diatur oleh BPJS Ketenagakedaan
dengan mempertimbangkan Tunjangan BPL.

(3) Tunjargan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Tunjangan BPL
yang diterima

BAB IV
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG



{4) Besaran Iuran aebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan melalui APBkmbanl
bagi Ketua dan Anggota BPL sebesar Rp. 12.150,00 {dua belas ribu seratus lima pulul
rupiah) untuk JKK dan JKM

Pasal 12

Ketentuan mengenai beban pengeluaran APBL yar}g belum diatur dalam

Peratu.an Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan KepaLa

L€mbarg masing-masing l,embang ysng bersangkutan sesuai keputusan

peraturan perundang-undangan -

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan b€rlaku

surut sejak tanggal 2 JartueJi 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Xabupaten Tana Torqja.

Ditetapkan di Makale

E) $nrab bsl
TOR,AJA,

MBEG

Diundangkan di

tanggal 13 N 9d-6
DAERAH KAI}UPATEN TANA TORA.IA,

t!

['

I'4 !AI

KAEIUPATEN TANA TORAJA TAHUN .*!*.4. NOMOR .1



PEDOMAN PENETAPAN PENGHASII"{N TETAP PEMERINTAH LEMBANC,

TUNJANGAN PEMEzuNTAH LEMBANG,BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANC.

NO JABATAN PENGHASILAN

TEIAP

TUNJ.{NGAN JUMLAH/BUI,AN

{Rp)

1 2 3 + 5

1 Kepala kmbang 2,700,000 1.275,O00 3,97s,000

2 Sekretaris
l,embang

2,250,000 425,000 2,675,000

3 Kepala Seksi 2,050,ooo

2,0s0,000

2,050,000

I Kepala Urusan 2,O50,000

5 Kepala Kampong 2,050,o00 2,050,000

Staf Perangkat

lembang

850,OOO 850,000

7 Ketua BPL 960,OOO 960.000

I Wakil Ketua BPL 800,000 800,000

9 Sekretaris BPL 640,OOO 640,O00

10 Anggota BPL 480,000 480,000

A TORAIA,

MBEG

I.AMPIRAN 
"

PERATURAN BUPATI TANA TORA'A NOMOR :

TENTANG ;

PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG,

TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG ,BADAN PERMUSYAWARATAN

LEMBANG,TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA LEMBANG, JAMINAN SOSIAL

PEMERINTAH LEMBANG DAN BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG,

6


